
 

MAHKAMAH KONSTITUSI

 REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 106.97/PUU/PAN.MK/SP/07/2024 26 Juli 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024

 

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 

Jakarta 10110

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan 

ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku 

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

97/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Ahmad Juwaini dan Etika Setiawanti (Pemohon I), Bambang Suherman dan Irvan Nugraha 

(Pemohon II), Arif Rahmadi Haryono (Pemohon III) untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------- 

Para Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat , yang petitanya berbunyi sebagai berikut: 

1)    Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “(1) Untuk melaksanakan 

pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.” Dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hokum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “(1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah 

membentuk BAZNAS, sepanjang tidak dimaknai sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi untuk 

berdirinya LAZ.

2)  Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan 

tugas pengelolaan zakat secara nasional”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang 

tidak dimaknai “BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional bersama-sama dengan LAZ”,

3)  Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 



dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat c. 

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.” dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan 

fungsi: Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.”

4)  Menyatakan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, 

BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama 

lainnya, dan tempat lainnya.” adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota 

dapat membentuk UPZ”.

5)  Menyatakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.” 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”

6)  Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255 yang menyatakan, “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan,  dakwah,     

dan sosial;

b.  berbentuk lembaga berbadan hukum; 

c.   mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 

d.  memiliki pengawas syariat; 

e.  memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; 

f.   bersifat nirlaba; 

g.  memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan 

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”; dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat sepanjang tidak dimaknai: “(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 

apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam 

yangmengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. 

memiliki pengawas syariat; d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya; e. bersifat nirlaba; dan f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat 

bagi kesejahteraan umat. 

7)  Menyatakan Pasal 19 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara 

berkala.” Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “LAZ yang telah 

mencapai pengumpulan zakat minimal Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per tahun, wajib 

melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit 

kepada Kementerian Agama Republik Indonesia secara berkala”

 8)  Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, 

mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam 

Peraturan Pemerintah”, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai : 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan 

perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ, diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan tetap 

mengacu pada pengaturan yang berlaku pada Undang-Undang ini”. 

9)  Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Setiap orang” dengan “mengecualikan perkumpulan orang, 

perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas 

dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan 

pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”; dinyatakan bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 10) Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

11) Menyatakan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-

Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini” dinyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang- 

Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang- Undang ini, tanpa pengecualian.”

12) Menyatakan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5255) yang menyatakan, “LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima)tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”, 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

tidak mempunyai kekuatan hukummengikat. 

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

 

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 



Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 

wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang 

dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud 

untuk diteruskan kepada Pimpinan.Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

 
Plt. Panitera

Muhidin



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

 
 
 

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN 
NOMOR 106.97/PUU/PAN.MK/BASP/07/2024  

 
Pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2024 pukul 13:41 WIB saya, Budi Asmoro, atas 

perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara 
Nomor 97/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka 
Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.
 

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat 
elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.
 

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.
 

Juru Panggil 
Budi Asmoro 
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